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in the Seduri Village Government, Balongbendo

District, Sidoarjo Regency

Kualitas Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk di Pemerintahan Desa Seduri Kecamatan

Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
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(1) Corresponding author

Abstract

There are violations in the main affairs of the population, such as the making of KK and KTP,
making the service system weak. Whereas in providing service oriented to satisfaction. For
example in the Seduri Village Government. Often village government officials make promises
that are not realized. This causes the lack of clarity of time in providing services. This study aims
to describe KK and KTP services in Seduri Village. The method used in this research is
descriptive qualitative because the researcher wants to know and make a description or
description in a systematic, factual, and accurate way about an object, a condition in the present
and the relationship between the phenomena being investigated. The results of the study
indicate that there are several constraining factors that make them unsatisfied in providing
Family Card and Identity Card services such as clarity of time, delays in staff, and cost
transparency.
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Pendahuluan
Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, daerah,
maupundesa.Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalammelakukan
kemudahan pada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya.Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh
pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai
dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan pelayanan itu diberikan relatif terjangkau
dan mutu pelayanan yang baik. Di era reformasi ini, masyarakat terbuka dalam memberikan kritikan pada
pemerintah dalam pelayanan publik.Maka kinerja pemerintah diharapkan dapat dikelola sedemikian rupa agar
dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Sehingga Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
aparatur pemerintahan dimaknai sebagai keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan oleh instansi-instansi
pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya, baik
pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu [1].

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan negara dan dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik,
paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan
pelanggan (costumer driven government). Sedangkan kualitas pelayananadalah pelayanan yang dirasakan secara
nyata oleh konsumen, terdapat indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan
diantaranya (1) Berwujud yaitu kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi,
ruang tunggu, tempat informasi. (2) kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. (3)
Ketanggapan dan kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta
tanggap terhadap keinginan konsumen. (4) Memberikan jaminan dan keramahan serta sopan santun. (5) Dapat
merasakan apa yang diinginkan masyarakat atau pelanggan dan bersikap tegas tetapi penuh perhatian dari
pegawai terhadap konsumen [2].

Menurut Undang-undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik
adalahserangkaian dari kegiatan atau kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administrastif
yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara
pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasrkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum publik[3].

Lahirnya undang-undang tersebut tidak lain bertujuan menciptakan pelayanan yang prima adalah pelayanan yang
terbaik yang diberikan perusahaan atau penyelenggara publik untuk memenuhi harapan dan kebutuhan
masayarakat ataupun pelanggan. Tujuannya adalah memberikan pelayanan dengan pemenuhan kebutuhan dan
memuaskan pelanggan berdasarkan motto bahwa pelayanan adalah pemberdayaan. Manfaat dari adanya pelayanan
prima adalah mempunyai rasa memiliki satu sama lain, rasa kebanggaan terhadap apa yang dilakukan, mempunyai
rasa loyalitas yang tinggi dan selalu ingin menjaga nama baik serta martabat dari penyelenggara publik[4].

Pelayanan yang paling sering dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan administratif, seperti pelayanan
pembuatan atau perubahan kartu keluarga (KK), pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan lain
sebagainya. KK merupakan kartu identitas keluarga yang berisi susunan anggota keluargamulai dari kepala
keluarga, suami, isteri, anak dan anggota lainnya. Kartu tanda penduduk adalah kartu resmi kewargenagaraan atau
kartu yang harus dimiliki sesorang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang menyebutkan dimana orang
tersebut berasal [5]. Disebutkan sebelumnya bahwa penanggung jawab dari pemberi pelayanan publik adalah
penyelenggara pelayanan publik. oleh karena itu dalam pembuatan kartu keluarga ataupun kartu tanda penduduk
adalah pemerintah pusat. Namun tidak semua dapat dijangkau oleh pemerintah pusat, sehingga wewenang
tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping
itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam
sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong
terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan,
kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak
memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan) ini salah satu fungsi Camat, karena melaksanakan tugas umum
pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan
terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan
pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-
undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah
lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan dam instansi pemerintah lainya di
wilayah kecamatan. Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai
kegiatan ditingkat kecamatan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainya dikecamatan[6].
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Namun realitanya terdapat permasalahan pelayanan administrasi desa yang terjadi dalam pelaksanaan
pemerintahan desa di beberapa daerah, contohnya dalam pembuatan KK (kartu keluarga) dan KTP (kartu tanda
penduduk), terjadi adanya pungli (pungutan liar), kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana belum
memadai dan kinerja aparat yang kurang berkompeten terkait kedisplinan pegawai yang sering datang terlambat
atau tidak ada dikantor pada saat jam kerja. Padahal untuk memuasakn publik dibutuhkan kepercayaan pada
penyelenggara publik. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan publik mempunyai lima kata kunci yaitu kejujuran
penyelenggara publik, komitmen yang kuat dari penyelenggara publik, ketaatan peraturan, kemampuan
penyelenggara publik, dan keadilan dalam memberikan pelayanan[7].

Misalnya pelayanan di Kantor Kelurahan Nunukan yang ditulis oleh Arista Ningsih, yang menggambarkan bahwa
adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat pelayanan Nunukan Tengah yaitu fasilitas pendukung kurang,
kemudian dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pegawai kelurahan masih kurang, kemudian
keterlambatan dalam pelayanan SKTM, yang menjadi faktorpendukung kelurahan Nunukan Tengah adanya
dukungan dari Dinas KecamatanNunukan dalam melaksanakan kegiatan eksternal, ditambah lagi bentuk
dankerjasama sehingga tugas dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik [8].

Beberapa daerah di Bolaang Mongondow dalam pelayanan administrasi banyak mendapatsorotan dari masyarakat.
Permasalahan yang terjadi karena masih rendahnya produktifitas kerjadilihat dari sikap mental dan perilaku aparat
desa dalam pengurusan surat-surat keterangan terhadap masyarakat, masih terdapat pelayanan yang pilih kasih,
kemampuan aparat desa yang belum memadai, serta semangat kerja yang masih kurang dan juga kurangnya
disiplin aparat desa sering kali tidak adanya di tempat saat masyarakat membutuhkan pelayanan[9].

Fenomena yang terjadi sama seperti di Desa Seduri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelayanan
administrasi melakukan pelayanan berupa KK (Kartu Keluarga, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akta Kelahiran, Surat
Kematian, dan Surat Pindah. Kenyataannya, pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah Desa Seduri belum
sepenuhnya memuaskan, khususnya dalam pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dan
untuk pembuatan berkas lain misalnya Akta Kelahiran, Surat Kematian, Surat Pindah tidak terjadi masalah.
Permasalahan yang terjadi dalam pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yaitu warga hendak membuat KTP
dikantor Desa Seduri dan dilayani oleh salah satu aparat desa.Warga dijanjikan proses dalam pembuatan KTP
selama 2 minggu selesai. Tetapi dalam 2 minggu ada yang belum selesai bahkan selama satu bulan lebih dan masih
belum adanya kejelasan waktu. Pembuatan KK (Kartu Keluarga) pun juga ada masalah yaitu ada seorang warga
ingin membuat KK (Kartu Keluarga) di salah satu aparat desa dan dilayani.Dia (aparat desa) meminta imbalan yang
tidak wajar kepada warga yang membuat KK ini sebesar dua ratus ribu rupiah untuk satu KK saja. Kemudian warga
ini memberikan biaya sebesar yang disebutkan tadi dan proses pembuatannya dijanjikan paling lama dua minggu.
Selama dua minggu lebih tidak ada kabar apakah KK sudah terselesaikan apa belum. Tetapi pembuatan KK
dilimpahkan ke aparat desa lain untuk menyelesaikan. Tidak adanya rasa tanggungjawab dalam memberikan
pelayanan kepada warga dan belum adanya transparansi biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan berkas
administrasi yang dibutuhkan warga.Seharusnya dalam pengurusan berkas administrasi tidak dipungut biaya
bahkan gratis.Bagaimanapun juga warga tetap mengeluarkan biaya dan ada yang dikasih secara ikhlas atau
permintaan dari aparat desa yang bersangkutan. Sehingga Peneliti tertarik dengan judul ini karena untuk
mengetahui kondisi pelayanan yang sesungguhnya di pemerintahan desa Seduri.

Metode Penelitian
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu pemecahan masalah yang perlu diselidiki dengan menggambarkan
keadaan subyek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang dan
berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya) [10]. Peneliti mnenggunakan metode deskriptif
kualitatif dikarenakan peneliti ingin mengetahui dan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual,
dan akurat mengenai suatu objek, suatu kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki.Peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai
kinerja aparatur pemerintah desa dalam pelayanan administrasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara: (1) Observasi Observasi
partisipan yaitu suatu teknik pengamatan di mana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh
objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian,
yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan terkait kinerja aparatur pemerintah desa dalam pelayanan Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; (2) Wawancara terstruktur dan (3) Dokumentasi yang menjadikan penelitian
dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

Hasil dan Pembahasan
Kecepatan pelayanan merupakan salah satu dari beberapa indikator yang dapat menjelaskan kondisi pelayanan
yang diberikan. Pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang mempunyai kejelasan target waktu pelayanan.
dari target waktu tersebut permintaan pelayanan harus dapat dipenuhi. Namun kondisi yang terjadi di pemerintah
Seduri dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pengerjaannya belum cepat karena
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banyaknya permintaan dan blangkonya habis jadi harus menunggu beberapa bulan sampai beberapa tahun.
Pemerintah Desa Seduri hanya bisa pasrah karena menganggap pemerintahan desa hanya sebatas perantara,
sedangkan yang mengaturnya adalah pemerintahan kecamatan. Sehingga dari segi waktu pelayanan administrasi
dalam pembuatan KTP membutuhkan waktu yang sangat lama hingga beberapa tahun selesai dikarenakan
alasannya blangkonya habis dan pembuatan KK menunggu sekitar satu minggu sudah selesai. Hal ini banyak
masyarakat yang mengeluh akibat keterlambatan pembuatan KTP karena tidak sesuai dengan waktu yang
ditentukan. Kebijakan pembuatan KTP dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, harus menunggu dulu.

Kepastian jadwal merupakan seberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan KK dan KTP. Kebijakan ini
belum pernah berubah karena hanya menjanjikan waktu saja dan belum pasti. Dalam memberikan pelayanan
pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hanya diberikan prediksi waktu saja misalnya KTP selesai 6
bulan tetapi dalam jangka waktu 6 bulan masih belum selesai. Terkadang masyarakat sendiri yang pergi ke Kantor
Kecamatan untuk menanykan perihal pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. sedangkan untuk
mekanisme pembuatan Kartu Keluarga baru atau Kartu Tanda Penduduk yang baru membawa surat pengantar dari
rt yang telah distempel di rw, fotokopi buku nikah, surat keterangan pindah (bagi anggota keluarga pendatang).
Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belum adanya kepastian waktu dalam pembuatan KTP
hanya saja dikira-kira. Prosedurnya untuk pembuatan KK dan KTP juga sudah baik sesuai dengan SOP nya.
Kesalahan dalam penulisan pasti ada, untuk meminimalisir kesalahan tersebut harus di cek dahulu sebelum pulang
sehingga bisa dibenarkan lagi Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggunggsegala sesuatunya sehingga
bertanggungjawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya serta menanggung
akibatnya. Aparatur memiliki kewajibannuntuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka hal ini berarti aparatur
telah memenuhi kewajibannya serta aparatur juga telah bertanggungjawab atas kewajibannya. Tanggungjawab
dalam hal ini adalah kesediaannatau kemampuan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan
kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menerimaaresiko atas pekerjaan yang
dilakukan. Tanggungjawab merupakannsebuah hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, jika aparatur
memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi makaapekerjaan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan
dengan Dan kondisi yang terjadi di Desa Seduri mengenai hal ini adalah aparatur Desa Seduri bertanggungjawab
atas apa yang dikerjakannya sesuai dengan jobdisnya masing-masing. Memberikan pelayanan yang sepenuhnya
kepada masyarakat sehingga masyarakat sini senang atas pelayanan yang diberikan. Namun terdapat pula petugas
yng sering terlambat, sehingga masyarakat menunggu dan harus bersabar. Berdasarkan kondisi tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab dalam tanggungjawab waktu masih kurang baik, dilihat dari adanya
keterlambatan aparatur desa untuk datang ke kantor desa dan pulang tidak sesuai dengan peraturan dari
pemerintah. Buruknya lagi tidak ada teguran atau sanksi dari kepala desa untuk yang datang terlambat karena
kepala desanya pun juga datang terlambat dan diikuti oleh bawahannya. Kemudian untuk semua data-data
masyarakat Desa seduri sudah terdaftar dan sudah terprogram di komputer.

Selanjutnya mengenai kewajaran biaya dalam mengurus atau mendapatkan pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu
Tanda Penduduk. Fenomena yang terjadi di Desa Saduri dapat dideskripsikan bahwa masalah biaya pembuatan
surat keterangan KK maupun KTP disini gratis tanpa adanya pungutan biaya sepeserpun. Kalaupun ada mungkin
masyarakat memberikan uang tips ke apartur dikarenakan masyarakat tersebut tidak dapat mengurus sendiri,
sehingga membutuhkan bantuan. akan tetapi, pernah terdapat permasalahan yaitu dimana masyarakat sudah
membrikan tip namun petugas yang seharusnya yang membantu malah menghilang. akhirnya petugas lain yang
membantunya. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belum adanya transparansi biaya atau
kewajaran biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan KK dan KTP hanya seikhlasnya yang memberi. Juga ada
terjadinya penyelewengan biaya dalam pembuatan KK, tetapi sudah ada peneguran dari kepala desa langsung.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kualitas pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk di Pemerintahan Desa Seduri Kecamatan Balongbendo adalah pelayananan administrasi padadimensi
kecepatan dalam pelayanan administrasi belum sepenuhnya baikdilihat dari pelayanan administrasi dalam
pembuatan KTP membutuhkan waktu yang sangat lama hingga beberapa tahun selesai. Pada dimensi kepastian
pelayanan administrasi kepastian waktu dalam pembuatan KTP hanya saja dikira-kira dan prosedurnya untuk
pembuatan KK dan KTP juga sudah baik sesuai dengan SOP nya. Pada dimensi tanggungjawab dalam pelayanan
administrasi masih kurang baik, dilihat dari adanya keterlambatan aparatur desa untuk datang ke kantor desa dan
pulang tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Buruknya lagi tidak ada teguran atau sanksi dari kepala
desa. Pada dimensi kewajaran biaya belum adanya transparansi biaya atau kewajaran biaya yang dikeluarkan
dalam pembuatan KK dan KTP hanya seikhlasnya yang memberi.
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